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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (deffense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. 

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.
Tindak kekerasan (violence) dalam pandangan klasik menunjukan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.
.

Menurut Yesmil Anwar kejahatan kekerasan diartikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Menurut Abdul Wahid dan Moh. Irvan, “kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, sehingga merupakan kejahatan”.
 Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang:

a. Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.

b. Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.

c. Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk keras yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ke-an yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.

 Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain yang melibatkan rangsangan seksual dan dapat menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan gangguan fisik dan psikis tetapi juga mengakibatkan gangguan sosial bahkan dapat merusak masa depan.

Pasal 1 angka 1 UU TPKS menyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan dan perkosaan.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.

2. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wujud tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ada dasarnya tidak hanya berupa fisik atau jasmani, tetapi juga dapat berupa kekerasan secara verbal. Menurut Dian Dewi Jayanti yang menyatakan kekerasan seksual secara verbal adalah pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan.

Masalah kekerasan verbal seperti ini bisa siapa saja dialami, baik perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Penyebab kekerasan verbal bias karena kehidupan personal yang kurang memuaskan dan hubungan interpersonal dengan orang lain yang tidak begitu baik atau yang paling sering terjadi adalah pelaku tidak mampu membedakan antara lelucon, becanda dan pelecehan.

Kekerasan verbal ini sebagian besar dialami oleh perempuan dan dalam kehidupan sekarang ini perempuan berjilbab yang sudah berpakaian sopan juga sering mengalami tindakan kekerasan verbal. Tindakan kekerasan verbal terjadi karena kebanyakkan beranggapan bahwa hal tersebut sebagai suatu bentuk pengakraban untuk pertemanan. Apabila  hal ini terus dibiarkan maka nilai perempuan dimata laki-laki sangat rendah dan ini membuktikan bahwa kekerasan secara verbal ini memberikan efek negatif terhadap perempuan. 

Kekerasan verbal ini apabila diabaikan, maka bisa bertambah buruk dari waktu ke waktu dimana bentuk kekerasan lainnya yang lebih berbahaya bisa saja terjadi, Misalnya, kekerasan fisik dan seksual.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu :

a. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang penuh nafsu.

b. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.

c. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan- gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada perempuan pada umumnya adalah :

a. Kekerasan fisik yang meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan. 

b. Kekerasan psikologis. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan atau kekerasan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, baik ada atau tidaknya hubungan antara korban dan pelaku kekerasan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dibedakan menjadi empat bentuk antara lain : 

a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan cedera, rasa sakit, luka atau cacat pada tubuh seseorang yang bisa merenggut nyawa korbannya. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, jambakan, cubitan, dan lain-lain. 

b. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat pelecehan seksual terhadap perempuan baik telah terjadi persetubuhan atau tidak yang dilakukan secara paksa oleh pelaku tanpa memperhatikan hubungan antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. Kekerasan psikis mempengaruhi hilangnya rasa percaya diri bahkan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang. 

d. Kekerasan ekonomi adalah perbuatan suami dengan memaksa atau membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menelantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Secara yuridis normatif, menurut Pasal 4 ayat (1)  UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

a. Pelecehan seksual nonfisik; 

b. Pelecehan seksual fisik; 

c. Pemaksaan kontrasepsi; 

d. Pemaksaan sterilisasi; 

e. Pemaksaan perkawinan;

f. Penyiksaan seksual; 

g. Eksploitasi seksual; 

h. Perbudakan seksual; 

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juga meliputi:

a. Perkosaan; 

b. Perbuatan cabul; 

c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; 

d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; 

e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 

f. Pemaksaan pelacuran; 

g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 

h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 

i. Tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 

j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan bentuknya menurut UU TPKS yaitu:

a. Pelecehan seksual.

KUHP tidak mengenal istilah pelecehan karena dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul.  Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 KUHP telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi :“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).

Berdasarkan pendapat di atas, maka bentuk pelecehan seksual dapat dikatagorikan menjadi:

1) Pelecehan seksual Verbal 

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti : 

a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan  pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual. 

b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual. 

c) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman. 

d) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

2) Pelecehan seksual non verbal 

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya : 

a. Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum.

b. Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda

c. Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain. 

3) Pelecehan seksual secara fisik 

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

a) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban. 

b) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual. 

c) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.
 

Pelecehan seksual dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.

b. Eksploitasi seksual
Eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang menyebutkan bahwa tindakan seksual yang dilakukan dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, yang dilakukan agar seseorang mau melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain maupun dapat diartikan sebagai perbuatan memanfaatkan tubuh orang lain tersebut terkait dengan hasrat seksual, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Terdapat Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu antara lain :

1) Tindakan atau perbuatan tersebut menggunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;

2) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;

3) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah merupakan adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan juga control terhadap organ, fungsi maupun sistem reproduksinya, serta tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Ada dua unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi antara lain sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yang menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun penyalahgunaan kekuasaan;

2) Tindakan yang dilakukan mengakibatkan seseorang sampai kehilangan kemampuan untuk dapat menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, maupun sistem reproduksinya serta tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum kandungan berusia tiga bulan.
 Dengan demikian pemaksaan aborsi merupakan tindakan atau perbuatan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggugurkan kandungannya. 

Unsur-unsur pemaksaan aborsi antara lain :

1) Tindakan memaksa seseorang untuk menghentikan kehamilan

2) Tindakan memkasa itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

e. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan secara seksual terhadap seseorang dengan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat yang dilakukan tanpa persetujuan korban. 
 Dua unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu antara lain:

1) Tindakan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual;

2) Dilakukan dengan cara-cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta tipu muslihat dengan melihat kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. 

f. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah setiap tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat ataupun tekanan psikis yang mengakibatkan sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan sesuai keinginannya untuk dapat melakukan perkawinan.

Tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu antara lain:

1) Tindakan pemkasaan terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan;

2) Dilakukan dengan cara-cara menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat ataupun tekanan psikis lainnya;

3) Tindakan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat bertindak untuk memberikan persetujuan sesuai dengan keinginannya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran merupakan Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan melakukan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya, untuk melacurkan seseorang atau sekelompok dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual ialah Tindakan atau Perbuatan berupa eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukanya aborsi, pemaksaan terhadap dilakukanya perkawinan, maupun pemaksaan pelacuran yang dilakukan terhadap orang lain dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas dan mencabut kebebasan seseorang tersebut, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat 3 unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

1) Adanya satu atau lebih perbuatan berupa tindakan eksploitasi seksual, pemaksaan dilakuknya aborsi, pemaksaan adanya perkawinan maupun pemaksaan pelacuran;

2) Dilakukan dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas ataupun mencabut kebebasan seseorang; 

3) Dilakukan dengan tujuan menempatkan seseorang melayani kebutuhan seksualnya ataupun orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual yaiu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada :

1) Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;

2) Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;

3) Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya. 

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental meupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Upaya perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya sanksi tegas melalui pidana. Tujuan pemidanaan ini tentunya disesuaikan dengan teori pemidanaan gabungan yang diterapkan guna tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia pelaku sewaktu menjalankan hukumannya. Muladi menyatakan bahwa tujuan pemidanaan hendaknya menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan keadilan hanya dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Salah satu hal penting yang harus didapatkan oleh korban kekerasan seksual ialah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sanagat diperlukan bagi korban, sebab dampak dari kekerasan seksual menjadi dampak secara fisik, secara mental dan secara ekonomi.

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum.
 Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana termasuk juga pelaku kekerasan seksual  yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dosmetik, karena ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan pengaturan masalah ini ada dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik bisa juga terjadi dalam ruang publik dan korbanya bisa siapa saja sehingga untuk melindungi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, ada pasal- pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual.

Pasal 296 KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”
Pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa; “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) KUHP bahwa “pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun”.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan seksual dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah).

Pasal 47 : “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau  denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).“

Pasal 48 : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

(1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)

(2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; 

2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Travel
Secara estimologi wisata travel berasal dari Bahasa sansekerta dengan arti perjalanan, yang saat ini berkembang dengan motivasi yang bersifat rekreatif yaitu dengan tujuan liburan, secara ilmiah wisata travel adalah perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia diluar tempat tinggalnya dengan berbagai motivasi atau dengan berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk berpindah tempat tinggal dan menetap ditempat yang dikunjungi atau disinggahi, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mendapat upah. Berpetualang, olah raga, dan liburan. 

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata bahwa yang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwwa usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan  usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.

Pelaku traveling biasanya disebut dengan sebutan traveler. Traveler adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam (menginap) ditempat tujuannya . Tujuan digolongkan menjadi pesiar (leisure) atau keperluan liburan dan non pesiar atau keperluan bisnis. Awalnya kegiatan wisata travel dilakukan untuk keperluan ziara dan bisnis. Sedangkan pelancong merupakan pengunjung sementara yang yang tinggal ditempat yang dikunjungi kurang dari 24 jam. 

Pengertian travel (biro perjalanan) menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Biro perjalanan (Travel) adalah sebuah perusahaan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung pada masyarakat dan lebih khusus lagi menjual transportasi udara, darat, laut; akomodasi penginapan; pelayaran wisata, wisata paket; asuransi perjalanan; dan produk lainnya yang berhubungan.

2. Biro perjalanan (Travel) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya. 
 

Berdasarkan  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disingkat UU Kepariwisataan) menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berhak:

1. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

2. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; 

4. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penumpang selaku konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan armotor Umum Dalam Trayek yang  menyebutkan dan menjelaskan bahwa penumpang memiliki hak yaitu:

1. Penumpang berhak diberi tanda bukti atas pembayaran tarif angkutan yang telah disepakati.

2. Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran.

3. Penumpang berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

Pasal 26 UU Kepariwisataan menyatakan setiap pengusaha  pariwisata berkewajiban:

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

7. Mmengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

Adapun kewajiban penumpang sesuai Pasal 94 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yaitu:

1. Penumpang harus membayar biaya angkutan sesuai dengan tarif yang ditentukan.

2. Dalam hal penumpang tidak membayar tarif angkutan, penumpang dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.
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